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The Covid-19 pandemic has had a major effect on the economic sector, especially in MSMEs. As
a result, many MSMEs have been affected by the Covid-19 pandemic, one of which is business
actors in Wahas Village. As a result, the government carried out national economic recovery,
one of which was by providing Micro Business Productive Assistance (BPUM). This assistance
is given to business actors to be able to re-support their business capital. The formulation of the
problem in this paper is how the benefits and procedures for distributing the BPUM program
reach the community. then also reviewed how the impact of this program on people's income
after getting BPUM. The purpose of this paper is to find out how the impact of government
assistance programs on the income of business actors in Wahas Village. The method used is a
type of qualitative descriptive research method. The data sources used are primary and
secondary data sources. Data was collected using observation, interviews and documentation.
The result of this research is the BPUM procedure starting from the proposal, data cleaning,
searching and monitoring, while the effect is that the provision of business capital through the
BPUM program does not affect the income of BPUM recipients.

Keywords: BPUM, Micro, Small and Medium Enterprises, Government Spending

Pandemi Covid-19 memberi efek besar terhadap sektor ekonomi khususnya di UMKM. Sebagai
akibatnya banyak UMKM yang terdampak pandemi Covid-19, salah satunya yaitu pelaku
usaha di Desa Wahas. Sebagai akibatnya pemerintah melakukan pemulihan ekonomi nasional,
salah satunya dengan memberikan Bantuan Produktif Usaha Mikro (BPUM). Bantuan ini
diberikan pada para pelaku usaha untuk bisa menopang kembali modal usaha mereka. Tujuan
penulisan ini ialah untuk mengetahui bagaimana dampak program bantuan pemerintah
terhadap pendapatan para pelaku usaha pada Desa Wahas. Metode yang digunakan adalah
Jenis metode penelitian deskriptif kualitatif. sumber data yg digunakan merupakan sumber data
primer dan sekunder. Pengumpulan data dilakukan menggunakan observasi, wawancara serta
dokumentasi. hasil dari penelitian ini ialah prosedur BPUM yang dimulai dari pengusulan,
pembersihan data, pencarian dan pengawasan sedangkan pengaruhnya diketahui bahwa
pemberian modal usaha melalui program BPUM ini tidak mempengaruhi pendapatan penerima
BPUM.

Kata kunci: BPUM, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah, Belanja Pemerintah

PENDAHULUAN

Pada tahun 2020 perekonomian dunia mengalami
guncangan, salah satunya adalah Indonesia bahkan
juga mengalami resesi. Peyebab dari hal ini adalah
karena pandemi Covid-19 yang melanda Indonesia.
Akibat kebijakan pemerintah yang termasuk ke
dalam salah satu cara pencegahan Pandemi Covid-
19 yaitu PSBB dan PPKM, pandemi ini tidak cuma
berdampak pada sektor kesehatan, tetapi juga akan
berdampak signifikan terhadap perekonomian
Indonesia.
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Peraturan  pemerintah  yang  mengharuskan
masyarakat agar tetap berdiam diri di dalam rumah
sehingga kegiatan usaha juga ikut terdampak. Hal
tersebut juga menyebabkan masyarakat tidak bisa
melakukan kegiatan-kegiatan atau  aktivitas-
aktivitas yang biasa dilakukan masyarakat secara
normal. Selain itu, masyarakat juga mau tidak mau
harus membatasi kegiatan atau aktivitas di luar
rumah, menerapkan protokol kesehatan, sosial
dan/atau physical distancing, dan menjaga jarak.
Pelaku UMKM baru dapat beraktivitas kembali



untuk menjalankan usahanya setelah
dilonggarkannya peraturan-peraturan tersebut.
Pengembangan UKM yang cepat tidak lepas tanpa
dukungan dan memanfaatkan perkembangan
IPTEK. Karena masyarakat pada umumnya akan
berdiam diri dirumah dan memanfaatkan gadget
untuk  berinteraksi, baik untuk melakukan
pembelian barang ataupun tidak (Kasnelly &
Luthfi, 2021). Munculnya Pandemi Covid-19
berdampak pada perekonomian Khususnya UKM
(Wati & Sari, 2021).

Dampak pandemi Covid-19 terhadap sektor
ekonomi juga berdampak pada pelaku UMKM.
Oleh karena itu, UKM hanya dapat melakukan
usaha secara terbatas. Usaha mikro, kecil dan
menengah (UMKM) memegang peranan penting
dalam perekonomian Indonesia. Bisa juga
dikatakan UMKM  merupakan pilar  bagi
perekonomian Indonesia. Karena sebagai sektor
usaha UMKM menjadi salah satu penyumbang
terbesar PDB bagi negara Indonesia. Tantangan
UMKM di masa pandemi seperti ini tidak hanya
masalah pandemi saja, tetapi ada pada masifnya
ekonomi digital yang semakin pesat menuntut para
UMKM melek teknologi informasi (Lili Marlinah,
2020). Karena para pelaku usaha yang belum
menggunakan jasa internet atau menggunakan
website masih belum familiar dan umum sehingga
produk atau layanan terkadang belum dapat
menjangkau pasar-pasar di luar daerah. Salah satu
peran UMKM dalam perekonomian yaitu
memperluas kesempatan kerja sehingga dapat
mengurangi pengangguran. Pada tahun 2019 UKM
di Indonesia mencapai 65,4 juta unit usaha (Jayani,
2021). Mengutip Katadata, dalam angka ini, hanya
12,5% usaha kecil, menengah, dan mikro yang
belum terdampak pandemi, sehingga bisa
beradaptasi dan mempertahankan  usahanya
(Victoria, 2021).

Salah satunya adalah mempengaruhi para pelaku
UMKM. Pendukung terbesar perekonomian
Indonesia adalah keberadaan Usaha Mikro Kecil
dan Menengah (UMKM) yang sebagai tulang
punggung perekonomian nasional juga terkena
imbasnya. (Malini & Herawati, 2021). Di masa
pandemi ini, para pelaku UMKM menghadapi
banyak kendala. Para pelaku UMKM menghadapi
banyak masalah di masa pandemi ini.
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Beberapa masalah yang dihadapi diantaranya
adalah penjualan menurun sehingga pendapatan
juga ikut menurun, kesulitan mencari bahan baku
sehingga produksi ikut terhambat, dan juga
terhambatnya distribusi (Syarifah et al., 2020). Jika
Pandemi Covid-19 tidak kunjung selesai, pelaku
UMKM bisa sampai gulung tikar atau bangkrut
untuk memulihkan perekonomian nasional, perlu
perhatian khusus terhadap sektor UMKM karena
sektor UMKM berpengaruh sangat besar terhadap
perekonomian nasional (Pakpahan, 2020). Salah
satu upaya pemulihan ekonomi nasional yang
dilakukan pemerintah di masa pandemi Covid-19
adalah mendorong sektor UMKM yang berperan
penting dalam perekonomian nasional karena
keterlibatan langsung sejumlah besar tenaga kerja
(Bahtiar, 2021). Pemerintah mengikutsertakan
pelaku UMKM dalam kategori miskin dan rawan
miskin sebagai penerima bantuan pemerintah untuk
mengikutsertakan ~ masyarakat miskin  yang
terdampak Covid-19 (Wardiningsih et al., 2021).
Oleh karena itu pemerintah mengeluarkan program
bantuan untuk membantu para pelaku UMKM di
Indonesia. Bantuan menurut Peraturan Menteri
Keuangan No. 254/PMK.05/2015 tentang Belanja
Bantuan Sosial pada Kementerian Negara/
Lembaga adalah pengeluaran pemerintah berupa
uang, barang atau jasa yang diberikan kepada
masyarakat miskin atau terdampak bencana yang
bertujuan agar masyarakat mencapai kesejahteraan
dan mampu meningkatkan perekonomian serta agar
terhindar dari terjadinya resiko sosial (Kementerian
Keuangan Indonesia, 2015). Adapun yang
dimaksud resiko sosial adalah dampak dari krisis
sosial, ekonomi, politik yang mana jika tidak
diberikan bantuan maka kondisi perseorangan,
kelompok, = masyarakat  berpotensi  terjadi
kesenjangan maupun kerentanan sosial masyarakat
(Putra et al., 2021).

Pemerintah mendesak UMKM untuk terus
beroperasi dan diperkuat karena berakibat terhadap
daya beli rumah tangga. (Andini, 2021). Untuk
mencegah terjadinya resiko sosial di tengah
pandemi Covid-19 maka pemerintah membuat
program bantuan khususnya untuk menstabilkan
perekonomian. Program tersebut dinamakan
Bantuan Produktif Usaha Mikro Menengah biasa
disingkat Program BPUM yang diselenggarakan
oleh Kementerian Koperasi dan Usaha Mikro
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Republik Indonesia (Bantuan Produktif Usaha
Mikro Tahun 2021, 2021).

Bantuan yang diberikan sekali kepada pelaku usaha
mikro ini dirancang untuk meringankan beban
pelaku usaha di masa pandemi agar usahanya tetap
dapat beroperasi meski dalam kondisi genting
seperti sebelum Covid-19 (Majid et al., 2021).
Program tersebut juga sebagai rasa untuk
mengapresiasi pelaku  UMKM yang berperan
dalam pertumbuhan perekonomian di Indonesia.
Sasaran dari program tersebut adalah pelaku
UMKM yang terdampak langsung pandemi Covid-
19 di  Indonesia.  Pemerintah  Indonesia
menargetkan sebanyak 12 juta pelaku usaha mikro
dengan total anggaran 28,8 triliun, sehingga setiap
pelaku usaha akan mendapatkan Rp.2,4 juta (Seta,
2021).

Melalui program tersebut diharapkan pelaku
UMKM akan terbantu sehingga tidak ada lagi
kesulitan modal atau dalam hal pembelian bahan
baku dan lain-lain. Dari program tersebut, muncul
pertanyaan apakah BPUM bermanfaat dan berguna
untuk membantu usaha pelaku UMKM bertahan di
masa pandemi. Dan juga apakah dengan adanya
BPUM  berpengaruh  atau tidak  terhadap
pendapatan pelaku UMKM. Selain itu juga apakah
mekanisme penyaluran dananya sudah tepat
sasaran  atau  belum. Desa  Wahas di
Balongpanggang Kabupaten Gresik merupakan
salah satu desa yang UMKM-nya terdampak
pandemi. Berdasarkan beberapa penjabaran di atas,
penulis ingin menelaah lebih lanjut dampak
efektivitas program BPUM melalui studi kasus di
Desa  Wahas  Kecamatan  Balongpanggang
Kabupaten Gresik.

KAJIAN PUSTAKA

Di akhir tahun 2019 wabah virus covid-19 begitu
genting dikabarkan telah masuk di negara tercinta
negara Indonesia. Permasalahan perekonomian pun
mengalami tekanan dari dua sisi sekaligus. Yaitu
sisi penawaran (supply side) karena dunia usaha
telah mengurangi produksi dan penjualan
sedangkan dari sisi permintaan (demand side)
karena turunnya pendapatan dan daya beli
masyarakat. Sehingga  terjadi  penurunan
pendapatan pada pelaku usaha yang pastinya
mengganggu  aktivitas penjualan di  sektor
keuangan (Sulastri, 2021).
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Seluruh penduduk merasakan sangat sulit untuk
menjalankan aktivitas. Ribuan jiwa telah terpapar
virus ini hingga pemerintah telah menerapkan
berbagai cara dan kebijakan demi memutus rantai
covid-19. Para tenaga medis tentunya menjadi
garda terdepan untuk penanganan pertama yang
menyembuhkan masyarakat akibat penyakit ini.
Kita semua juga dihimbau untuk selalu menjaga
kesehatan imun tubuh.

a. Usaha Mikro Kecil dan Menengah

Menurut Rudjito (2003) Usaha Mikro Kecil dan
Menengah (UMKM) merupakan aktivitas kegiatan
pekerjaan yang memiliki efek penting dalam
memperbaiki sektor perekonomian di negara
Indonesia. Baik dari segi bidang kegiatan atau
usaha yang telah tersedia maupun dari segi jumlah
usahanya (Hamidah et al., 2019).

Dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008
Bab 1 yang membahas tentang Usaha Mikro Kecil
dan Menengah (UMKM) yang dimana dapat
disimpulkan bahwa UMKM merupakan suatu
aktivitas pekerjaan yang dikelola oleh individu atau
suatu badan dengan memiliki kriteria aturan yang
telah ditetapkan. (Prasetya, 2012). Kriteria
penggolongan dalam UMKM umumnya adalah
batasan penghasilan per-tahun, jumlah kekayaan

atau aset yang dimiliki dan juga jumlah
pekerja/karyawan.
Di Indonesia, UMKM merupakan penopang

perekonomian negara. Karena dengan ini UMKM
menjadi penyumbang PDB terbesar. Sejumlah
besar UMKM nantinya juga diharapkan dapat
memberikan peluang untuk membuka dan
meningkatkan  kesempatan  kerja,  sehingga
menyerap lebih banyak pengangguran, yang juga
akan membuat Indonesia relatif kuat menghadapi
krisis keuangan. Mengaca pada kejadian yang telah
terjadi pada tahun 1998, Indonesia pernah
merasakan krisis ekonomi yang luar biasa yang
menyebabkan semua perusahaan tutup. Namun,
usaha kecil, menengah dan mikro tetap bertahan
dan bertahan. Saat itu, perputaran roda ekonomi
dari usaha kecil, menengah dan mikro justru
menjadi penyelamat negara yang sedang terpuruk.

Covid-19 yang datang di Indonesia pada tahun
2020 telah meregangkan benang usaha di berbagai
sektor. Dampak virus ini telah menuntut UMKM
agar menyusun ulang strategi bisnisnya untuk
kembali mengakomodasi efek pandemi. Dengan



mempertahankan  kelangsungan  hidup untuk
menghindari  terjadinya PHK dalam usaha-
usahanya (Islami et al., 2021).

Terkait dalam penelitian ini yakni akan membahas
dampak sektor UMKM oleh pelaku usaha di Desa
Wahas, dimana pendapatan mereka menurun
drastis hingga 60%. Terdapat 64 UMKM di desa
Wahas. Ada yang termasuk dalam bidang
makanan/minuman, perancangan, warung Kkopi,
toko bangunan, toko meubel dan lain-lain.

b. Pemberdayaan masyarakat

Pemberdayaan masyarakat adalah suatu proses
yang mengenai peningkatan kekuatan atas
kelemahan, atau mempersiapkan kebutuhan untuk
masyarakat yang berupa sumber daya, pelayanan
pengetahuan, serta memberikan potensi untuk
meningkatkan kualitas diri masyarakat guna untuk
menghadapi situasi di masa mendatang (Sugiri,
2012).

Pemberdayaan juga akan memberikan kontribusi
dan perubahan pada komunitas setempat, yang
mencakup pemberdayaan ekonomi, pendidikan,
sosial budaya, dan politik. Peran pemerintah daerah
tersebut dapat dikatakan  berhasil apabila
masyarakat yang tinggal dalam wilayah setempat
telah berdaya dari aspek ekonomi, pendidikan,
sosial budaya, psikologi dan politik. Dukungan dari
pemerintah ini kepada para pelaku usaha terbagi
menjadi 3 golongan kebijakan diantaranya:
pemberian kredit modal, pengakomodasian kredit
UMKM, serta pemberian lain guna untuk
membantu  UMKM yang erdampak PHK
(Masruroh et al.,, 2021). Gambaran dari peran
pemerintah adalah sebagai berikut:

Pemberdayaan
Ekonomi
PERANAN Pemberdayaan
PECMERINTAII DATCRAITIL Pendidikan
DALAM
PEMBERDAYAAN
MASYARAKAT Pemberdayaan
Sosial Budaya
Pemberdayaan
Psikologi
Tujuan :

Agar Masyaralkat
Memiliki Daya Kckuatan Pemberdayaan

Politik

Bagan 1. Peran Pemerintah Daerah
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Dalam menghadapi situasi covid-19  yang
berdampak pada UMKM di Indonesia khususnya
Kabupaten Gresik Desa Wahas, Dinas Koperasi
Perindustrian dan Perdagangan selaku pemerintah
daerah memiliki wewenang yaitu memberikan dan
menyalurkan ~ pembiayaan  program-program
pemerintah salah satunya bermama Bantuan
Produktif Usaha Mikro (BPUM) (Auliya & Arif,
2021). Bantuan ini diberikan kepada seluruh pelaku
usaha mikro sejumlah Rp.2.400.000,00 (dua juta
empat ratus ribu rupiah) dengan harapan dapat
menggerakkan usaha yang telah terdampak covid-
19. Terdapat 64 Pelaku usaha Desa Wahas yang
telah menerima bantuan ini.

Idealnya akan dibahas lebih jauh mengenai omset
sebelum dan sesudah pandemi covid-19 dan apakah
bantuan dapat bekerja menopang dana sebagai
modal atau bahkan dapat membantu memenuhi
kebutuhan sehari-hari. Mereka pasti akan
mengalami penurunan pendapatan atau bahkan
tidak adanya modal. Hal ini akan diulas dalam
pembahasan  jurnal dimana peneliti  telah
melakukan wawancara dengan 10 narasumber Desa
Wabhas yang telah menerima BPUM.

c. Pengeluaran pemerintah

Pengeluaran pemerintah adalah kejadian yang
menggambarkan adanya kebijakan pemerintah
yaitu apabila suatu pemerintahan mengutarakan
suatu  kebijakan, maka pembiayaan untuk
merealisasikan kebutuhan berupa barang ataupun
jasa akan ditanggung oleh pemerintah tersebut.
Bagian dari pengeluaran pemerintah ini dapat
dilihat dari tindakan pemerintah untuk mengatur
jalannya perekonomian dengan cara menentukan
besaran pengeluaran dan penerimaan pemerintah di
setiap tahunnya. Hal ini dilakukan dalam rangka
penstabilan harga, tingkat output dan juga
kesempatan kerja untuk memacu pertumbuhan
ekonomi (Novelya Mamuane et al.,, 2021).
Terdapat dua teori pengelompokkan mengenai
pengeluaran pemerintah yaitu teori makro dan teori
mikro (Prasetya, 2012).

Pertama, Teori mikro adalah teori yang membahas
tentang perkembangan pengeluaran pemerintah.
Segala pengeluaran akan dianalisis mengenai aspek
apa saja yang meinmbulkan peningkatan barang
publik dan juga faktor yang berpengaruh terhadap
ketersediaan barang publik.
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Kedua, Teori makro dalam artian secara aktual
yaitu indeks untuk mengetahui besar kecilnya
kebijakan yang disponsori oleh pemerintah.
Semakin banyak aktivitas yang dilakukan, semakin
banyak biaya yang dikeluarkan. Dalam teori ini,
jenis pengelompokan pengeluaran dapat berupa
(Boediono, 1999): (1) kebutuhan untuk membeli
barang dan jasa, (2) kebutuhan untuk memberikan
balas jasa bagi pekerja atau pegawai, dan (3)
kebutuhan perlu membayar biaya produksi, Tahun
ini, sebagian dari pendapatan tahun lalu akan
diekstraksi. Seperti dana pensiun, tunjangan
pengangguran, arsip tentara, dan sebagainya.

Bantuan Produktif Usaha Mikro (BPUM) yang
diselenggarakan pemerintah ini termasuk dalam
jenis teori makro. Yaitu teori makro Adolf Wagner
(Prasetya, 2012). Menurut Wagner, kebijakan dan
pengeluaran pemerintah akan selalu meningkat. Ia
mencetuskan bahwa hukum selalu meningkatnya
peran pemerintah. Hal ini disebabkan karena
kurangnya pertahanan keamanan dan ketertiban
negara, kekurangan dalam memenuhi kebutuhan,

dan  ketidaksejahteraan =~ masyarakat  yang
diakibatkan oleh adanya suatu wabah penyakit.
Seperti yang telah terjadi saat ini yang

mengakibatkan pembatasan dan hambatan dalam
proses pendistribusian barang. Karena baru-baru ini
telah ditetapkan adanya Pemberlakuan Pembatasan
Kegiatan Masyarakat (PPKM). Hal ini membuat
para pelaku usaha kesulitan untuk menyalurkan
barang produksinya untuk pasar konsumen
sehingga mereka tidak dapat memutar hasil
pendapatan untuk dijadikan modal kembali.
Sehingga turunnya bantuan dari pemerintah ini
untuk membantu menunjang perekonomian para
UMKM.

METODE PENELITIAN

Peneliti menggunakan pendekatan yang
menggunakan pendekatan angka atau kuantitatif.
Penelitian ini dilakukan di kawasan
Gerbangkertosusila (Gresik, Bangkalan, Kab. dan
Kota Mojokerto, Surabaya, Sidoarjo, Lamongan).
Studi ini menggunakan data sekunder tahun 2010-
2019.

Variabel penelitian yang digunakan adalah variabel
investasi, indeks pembangunan manusia (IPM),
tenaga kerja, dan inflasi sebagai variabel bebas
(independen) dan wvariabel produk domestik
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regional bruto (PDRB) sebagai variabel terikat
(dependen).

Sumber data diperoleh dari BPS Jawa Timur
berupa Produk Domestik Regional Bruto Atas
Dasar Harga Berlaku (PDRB ADHB), Indeks
Pembangunan Manusia (IPM), dan Angkatan
Kerja. Data mengenai Inflasi diperoleh dari BPS
Provinsi Jawa Timur. Sedangkan data mengenai
Investasi yang merupakan total dari Penanaman
Modal Dalam Negeri (PMDN) dan Penanaman
Modal Asing (PMA) diperoleh dari Dinas
Penanaman Modal Daerah kabupaten/kota di
Provinsi Jawa Timur yang tergabung dalam
kawasan Gerbangkertosusila.

Populasi  yang digunakan adalah seluruh data
mengenai PDRB, investasi, IPM, tenaga kerja, dan
inflasi kabupaten/kota di Provinsi Jawa Timur yang
tergabung dalam Kawasan Gerbangkertosuila yang
terdiri dari Gresik, Bangkalan, Kab dan Kota
Mojokerto, Surabaya, Sidoarjo, Lamongan. Sampel
yang digunakan dari 2010-2019.

Metode yang digunakan di penelitian ini adalah
regresi berganda dengan Sofiware IBM SPSS
Statistik 20 yang mendukung pengolahan data
tersebut. Menurut (Sugiyono, 2014) regresi linier
berganda memiliki persamaan berikut:

Keterangan:
Y =PDRB
X = investasi
X =IPM
X5 = tenaga kerja
Xy = inflasi
a = konstanta
by, by, b3, b, = koefisien regresi
£ = error term, variabel gangguan.
HASIL DAN PEMBAHASAN

a. Bantuan Produktif Usaha Mikro

Salah satu program pemerintah untuk memulihkan
perekonomian  nasional adalah memberikan
bantuan tunai kepada pelaku usaha melalui
program Bantuan Produktif Usaha Mikro atau
BPUM. Program ini telah berjalan dari tahun 2020
dan sudah sampai pada tahap keempat. Tujuan
pemerintah membuat program ini juga untuk
membantu pelaku usaha mikro yang mengalami
kerugian akibat wabah pandemi covid. Anggaran
yang disiapkan oleh pemerintah Indonesia



sebanyak 28,8 triliun, untuk program BPUM
pemerintah telah menargetkan 12 juta yang di
bagikan kepada pelaku usaha mikro, sehingga dana
bantuan yang diperoleh setiap pelaku usaha yang
mendaftar dan terpilih sebagai penerima BPUM
sebanyak 2,4 Juta.
Terdata di Bank BRI Surabaya yang tersebar
diseluruh kecamatan banyak pelaku usaha mikro di
Kabupaten Gresik yang menerima dana BPUM. Di
Kecamatan Balongpanggang tepatnya di Desa
Wahas tercatat sebanyak 64 usaha mikro yang
memperoleh BPUM. Melalui dana bantuan usaha
mikro ini di harapkan setiap pelaku usaha mikro
nantinya tidak mengalami kesulitan modal dan
dapat membantu kelancaran usaha yang dijalankan
pada saat pandemi Covid-19.
b. Mekanisme Penyaluran Dana Bantuan
Produktif Usaha Mikro

e
c\@ PEMERINTAH KABUPATEN GRESIK

/  DINAS KOPERASI USAHA MIKRD, PERIMDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN

PROGRAM PEMULIHAN EKONOMI NASIONAL
TAHUN 2020

Sebagai upays mendukung Program Pemulihian Ekenomi Nasienal,
Kementrian Koperasi dan UKM Republik Indoncsia berinisiatif untuk
memberikan bantuan modal bagi para pelak usaha mikro dan ulra mikro

"
r

TUJUAN KRITERIA
; -
Memiiki kegiatan Usaha Mikro (Pedagang Pasar. PEL.

o i e Nifhrc: g Uzaha Mikro, Industr Rumah Tangge)

belum t2rakses kredit Perbankan
agar usahanya dapat berjalan

Palaku usaha mikro tidak memiliki simpanan o bank
kembzli dan mampu bertahan \
|
I

lein dari 2 juta terhitung mulal butan juni serta fidak
stdang mengakses hedit diperbankan.

gl T ey eaTng Elektronik Kartu Tanda Penduduk (2-4KTP)

i Lirk ¢itsawat in
://bitlly/BemulihanEkonomiNasional2D2(Grasiks
Batas Akhir Pengisian Google Form Sampai Kuota Nasional Terpenuhi

AYD SEGERA DAFTARKAN USAHAMU
Migtaky

Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Peri d Gresik

an P
[l Wahidin Sudirohusodo No. 245 Gresik )
Ermall : diskoperindagaresik@gmail com

Gambar 1. Poster Pengajuan Bantuan Bagi
Pelaku Usaha Mikro Kabupaten Gresik

Sumber: Dinas Koperasi Kabupaten Gersik
Dinas Koperasi, Usaha Mikro, dan Perindustrian,
Perdagangan (Diskoperindag) Kabupaten Gresik

mengadakan  sosialisasi  kepada  masyarakat
mengenai adanya program dana bantuan dari
pemerintah  (BPUM).  Adapun  penyebaran

informasi tersebut dilakukan dengan memberi surat
pemberitahuan mengenai pengajuan dana BPUM
ke semua kecamatan yang termasuk didalam
Kabupaten Gresik. Sosialisasi pengajuan dana
BPUM juga di lakukan secara online yaitu berupa
penyebaran poster ke beberapa media online
sehingga para pelaku usaha dengan mudah
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mendapatkan informasi, kemudian poster tersebut
juga diberikan kepada seluruh kecamatan yang ada
di Kabupaten Gresik untuk menghindari terjadinya
kerumunan
Program BPUM dilaksanakan melalui beberapa
tahapan, yang pertama yaitu pengusulan data calon
penerima dana bantuan, kemudian pembersihan
data oleh pemerintah sebagai pemberi dana
bantuan, selanjutnya yaitu pencairan dana bantuan
kepada penerima dana BPUM, terakhir yaitu
pengawasan atau pelaporan jika ada yang tidak
sesuai kriteria sebagai penerima dana BPUM.
= Pengusuhan Data
Masyarakat secara langsung mengajukan
permohonan sebagai penerima dana bantuan
usaha mikro kepada Diskoperindag kabupaten
Gresik dan bisa juga melalui perangkat Dusun
(RT/ RW/ Kepala Dusun), perangkat Desa, dan
Kecamatan setempat sesuai dengan keputusan
dari setiap kecamatan. Selanjutnya data
pengusul dana bantuan yang masuk ke
Diskoperindag Kabupaten Gresik di setorkan ke
Dinas Koperasi dan UKM tingkat Provinsi,
tahap pengusulan data yang terakhir yaitu
mengirimkan data pengusul dana bantuan
kepada Kementrian Koperasi dan UKM
Republik Indonesia sebagai pelaksana program
pemberian dana BPUM kepada pelaku usaha
mikro. Untuk mempermudah memahami alur
pengusulan BPUM dapat dilihat pada bagan
berikut:

Masyarakat

a4
RT/RW dan Kantor
Desa

Ly

Kecamatan

Y
Dinas Koperasi. Usal
Mikro, dan Perindustrian,
Perdagangan tingkat
Kabupaten

A

Dinas Koperasi, dan
UKM tingkat Provinsi

U

Kementrian Koperasi
dan UKM Rl

Bagan 2. Alur Pengusulan Data BPUM 2020
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* Pembersihan data

Untuk menghindari data ganda pada pengusulan
identitas pengusul dana BPUM di lembaga
pengusul lain maka dilakukan pembersihan data.
Kemudian kelengkapan berkas pengusul dana,
lalu pemeriksaan NIK baik yang tidak sesuai
ketentuan administrasi kependudukan maupun
yang telah menerima modal usaha dari
perbankan. Yang bertugas sebagai pembersihan
maupun pengecekan data yang tidak sesuai
persyaratan yaitu lembaga pengusul dana
BPUM. Sedangkan yang bertugas sebagai
pemeriksa NIK yang tidak sesuai persyaratan
yaitu Kementrian Koperasi dan UKM RI. Agar
dalam pemberian dana BPUM kepada pelaku
usaha tepat sasaran dan sesuai kriteria maka
lembaga atau semua pihak yang bertugas
sebagai pemeriksaan data maupun pembersihan
data harus bekerja secara teliti dan profesional.
Pencairan dana

Beberapa alur dari pencairan dana BPUM,
pertama yaitu penyebaran informasi kepada
penerima dana BPUM melalui pesan singkat
berupa SMS untuk mengunjungi website Eform
Bri. Kedua, penerima BPUM melakukan
verifikasi dengan beberapa persyaratan yaitu
KTP asli, surat pertanggungjawaban mutlak,
serta pembuatan rekening bagi penerima BPUM
yang tidak mempunyai rekening kepada bank
penyalur dana BPUM. Ketiga, dana sudah bisa
di cairkan ke rekening masing-masing penerima
BPUM.

Sosialisasi BPUM diawasi oleh Badan
Pengawasan Pembangunan Keuangan (BPKP).
Jika kemudian diketahui ada penerima BPUM
yang tidak memenuhi ketentuan, maka sebagai
penerima dana BPUM harus bertanggungjawab
dan mengembalikan dana yang telah diterima
dan kepada pemerintah.

Dari pelaksanaan penyaluran dana BPUM 2020
diatas  dilaksanakan  cukup  singkat dan
pelaksanaannya berjalan dengan baik sesuai dengan
peraturan Menteri Koperasi dan UKM No. 6 Tahun
2020.

Program Banpres ini telah berjalan dari tahun 2020
dan sudah sampai pada tahap keempat dinilai sudah
cukup sukses jika dilihat dari cara penyalurannya
karena penyaluran bantuan melalui Bank yang
dipilih oleh Dinas koperasi dan langsung diterima
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oleh masyarakat sebagai pelaku usaha mikro (Dewi
Sundari, 2021). Namun di lain sisi ketepatan
sasaran penerima Banpres belum sepenuhnya
efektif karena terdapat beberapa penerima Banpres
yang tidak sesuai dengan ketentuan atau
persyaratan yang di tetapkan oleh pemerintah
(Kaawoan et al., 2022).
c. Pengaruh Program BPUM terhadap Pendapatan
Penerima BPUM
Adanya kebijakan pembatasan sosial selama
pandemi yang membatasi kegiatan masyarakat
dalam beraktivitas berdampak langsung pada
kegiatan ekonomi masyarakat. Salah satunya pada
pelaku usaha mikro karena kesulitan memperoleh
bahan baku produksi kemudian harga bahan-bahan
yang naik. Hal tersebut menyebabkan kegiatan
produktivitas menurun, namun harga bahan untuk
memenuhi produksi terus meningkat, selain itu
minat masyarakat untuk membeli barang pun
menurun. Sehingga terjadi pergeseran pendapatan
oleh pelaku usaha yaitu sedikitnya pendapatan
sedangkan pemenuhan kebutuhan hidup hatus tetap
berjalan.
Ketika awal pandemi mayoritas pelaku usaha
mengalami penurunan pendapatan, salah satunya
pelaku usaha di Desa Wahas karena modal untuk
menjalankan usaha semakin menipis bahkan habis
digunakan untuk memenuhi kebutuhan hidup.
Tabel 1. Kondisi Pendapatan Pelaku Usaha

Ketika Pandemi
Pendapatan Jumlah
Naik -
Turun 8 orang
Tetap 2 orang

Sumber: Data primer diolah

Berdasarkan tabel tersebut dapat diketahui bahwa 8
pelaku usaha mengalami penurunan pendapatan
dan 2 pelaku usaha tetap stabil. Dapat disimpulkan
bahwa pandemi berdampak pada pendapatan
pelaku usaha di Desa Wahas. Sehingga pemerintah
membuat program BPUM untuk pelaku usaha yang
bertujuan membantu pelaku usaha dalam
penambahan modal usaha ketika pandemi agar
pelaku usaha dapat memenuhi kebutuhan sehari-
hari dan mencapai kestabilan pendapatan.

Dengan adanya program BPUM yang bertujuan
untuk Untuk melihat pengaruh program BPUM
terhadap pendapatan pelaku usaha mikro sebagai
penerima dana BPUM dapat dianalisis melalui



hasil survei lapangan ke beberapa pelaku usaha
mikro yang sudah di tentukan oleh peneliti.
Tabel 2. Ketentuan BPUM: Mempunyai Usaha
dengan aset < 50 juta dan omset < 300 juta
Mempunyai
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BPUM oleh penerima BPUM tidak sepenuhnya
untuk  menambah modal usaha sehingga
penggunaan dana BPUM tidak sesuai dengan yang
diharapkan.

Tabel 5. Kondisi Pendapatan Usaha Setelah

Usaha Jumlah Presentase Menerima Dana BPUM
Ya 10 orang 100% Pendapatan Jumlah
Sumber: Data primer diolah Naik 1 orang
Dari tabel diatas dapat diketahui bahwa penerima Tetap 9 orang

dana BPUM di Desa Wahas sesuai dengan
ketentuan sebagai penerima dana BPUM yaitu
telah mempunyai usaha dengan aset kurang dari 50
Juta dan memiliki omset kurang dari 300 Juta.
Maka dari 10 responden dapat dikatakan sudah
sesuai dengan ketentuan penerima BPUM dan
layak mendapatkan dana BPUM.
Tabel 3. Pekerjaan Utama Penerima Dana

BPUM
Pekerjaan Jumlah
Pedagang 8 orang
Petani 1 orang
Ibu Rumah Tangga 1 orang

Sumber: Data primer diolah
Berdasarkan tabel diatas dapat diketahui bahwa
penghasilan utama penerima dana BPUM sebagian
besar sebagai pelaku usaha yaitu pedagang dengan
jumlah 8 orang, sedangkan pekerjaan lain penerima
BPUM yaitu sebagai petani 1 orang, dan ibu rumah
tangga | orang. Sehingga dapat disimpulkan bahwa
10 responden tersebut sudah layak sebagai
penerima dana BPUM dari Kemenkop dan UKM
RI karena telah memenuhi ketentuan yaitu
memiliki usaha.
Tabel 4. Penggunaan Dana BPUM
Penggunaan Dana

BPUM Jumlah
Menambah modal usaha 8 orang
Kebutuhan sehari-hari 2 orang

Sumber: Data primer diolah

Berdasarkan tabel di atas dapat diketahui bahwa
terdapat 8 responden dari 10 penerima BPUM
menggunakan dana yang perolehan BPUM untuk
menambahi modal usaha dan sisanya yaitu 2 orang
penerima dana BPUM menggunakan dana bantuan
untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari tersebut
dianggap kurangnya rasa tanggungjawab dan
kesadaran akan penggunaan dana BPUM yang
seharusnya digunakan untuk menambah modal.
Sehingga dapat disimpulkan bahwa penggunaan

Sumber: Data primer diolah
Berdasarkan tabel diatas dari 10 responden terdapat
1 penerima BPUM yang pendapatannya naik dan 9
penerima BPUM pendapatannya tetap. Dana
BPUM yang diperoleh pelaku usaha sebagai
penerima BPUM sebagian besar tidak berpengaruh
terhadap pendapatan karena pengeluaran pelaku
usaha selama pandemi lebih besar daripada
pendapatan yang diperoleh.
Berdasarkan analisis diatas maka dapat diketahui
bahwa penyaluran dana bantuan tidak berpengaruh
terhadap pendapatan penerima BPUM yang
disebabkan oleh beberapa faktor.
= Bantuan yang telah diterima oleh pelaku usaha
tidak selalu dapat menutupi semua kerugian
selama pandemi.
= Tidak semua pelaku usaha memilki akses
informasi  terkait program  bantuan ini
disebabkan oleh kebijakan pemerintah selama
pandemi yang mengakibatkan keterbatasan
sosialisasi secara tatap muka, dan tidak semua
pelaku usaha bisa mengakses informasi secara
online sehingga tidak sedikit pelaku usaha yang
tidak  mengajukan  permohonan  Banpres
(Shalmont et al., 2021).
Beberapa pemilik usaha menggunakan bantuan
yang mereka peroleh untuk memenuhi kebetuhan
sehari-hari daripada kebutuhan usaha dan banyak
pelaku  usaha yang tidak mempraktikkan
manajemen keuangan yang baik. Maka dari itu
pemerintah perlu membuat program bantuan non
tunai misalnya berupa seminar literasi keuangan
dan digital marketing agar masyarakat khususnya
pelaku usaha dapat mengatur keuangan dengan
baik dan dapat berkembang  mengikuti
perkembangan  teknologi sehingga  dapat
mengambil peluang disegala kondisi lingkungan
terutama pada kondisi pandemi seperti sekarang, di
lain sisi pelaku usaha juga harus mengimbangi jika
pemerintah membuat program bantuan non tunai
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agar dapat berjalan dengan baik (Fahrizal et al.,
2021).

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian peneliti
menyimpulkan bahwa penyaluran dana BPUM
oleh pemerintah sudah efektif jika dilihat dari
mekanisme penyaluran dana BPUM dan kriteria
penerima dana BPUM, namun dana tersebut belum
bisa menunjang kenaikan pendapatan pada pelaku
usaha di Desa Wahas meskipun sebagian besar
digunakan untuk menambah modal. Karena selain
untuk menambah modal usaha juga digunakan
untuk menutup kerugian ketika pandemi dan
digunakan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari.
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